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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sehat dan lestari sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

Secara konstitusional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"
. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental setiap warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"
. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"
.

Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini merupakan payung hukum dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
.

Dalam era globalisasi dan industrialisasi yang semakin pesat, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari berbagai kegiatan industri. Pertumbuhan sektor industri yang signifikan, sebagaimana tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai 19,98% pada tahun 2020
, berimplikasi pada peningkatan volume limbah B3 yang harus dikelola secara tepat dan bertanggung jawab.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 UUPPLH adalah "sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain"
. Definisi ini menunjukkan bahwa limbah B3 memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari limbah non-B3, sehingga memerlukan penanganan dan pengelolaan yang spesifik pula.

Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat serius terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dampak tersebut antara lain berupa pencemaran air tanah, pencemaran udara, kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan masyarakat, dan bahkan dapat menyebabkan kematian
. Oleh karena itu, pengelolaan limbah B3 harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ketat dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai peraturan pelaksana dari UUPPLH telah mengatur secara detail mengenai tata cara pengelolaan limbah B3
. Peraturan ini mengklasifikasikan limbah B3 berdasarkan karakteristiknya, yaitu mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah terbakar, mudah terbakar, beracun, berbahaya karena menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan bersifat reaktif
.

Tabel 1. 1 Klasifikasi Limbah B3 Berdasarkan Karakteristik dan Sumbernya
	No
	Karakteristik
	Kode
	Kriteria
	Contoh Limbah
	Industri Penghasil

	1
	Mudah Meledak
	H1
	Dapat meledak karena percikan
	Amonium nitrat bekas
	Pertambangan, konstruksi

	2
	Pengoksidasi
	H2
	Mempercepat pembakaran
	Hidrogen peroksida
	Tekstil, pulp

	3
	Mudah Terbakar
	H3
	Titik nyala ≤60°C
	Pelarut bekas
	Industri cat, farmasi

	4
	Beracun
	H4
	LD50 ≤200 mg/kg
	Logam berat
	Elektroplating, baterai

	5
	Infeksius
	H5
	Mengandung patogen
	Limbah medis
	Rumah sakit, klinik

	6
	Korosif
	H6
	pH≤2 atau pH≥12,5
	Asam bekas
	Galvanis, kimia

	7
	Reaktif
	H7
	Tidak stabil
	Sianida
	Pertambangan emas


Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
Namun demikian, implementasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Data empiris menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa memiliki izin yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan realitas di lapangan (das sein).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015-2021, telah teridentifikasi 2.847 kasus pelanggaran di bidang lingkungan hidup, dimana 1.334 kasus atau 46,9% di antaranya terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
. Angka ini menunjukkan bahwa pelanggaran pengelolaan limbah B3 tanpa izin merupakan jenis pelanggaran yang dominan dalam bidang lingkungan hidup.

Tabel 1. 2 Perkembangan Kasus Pelanggaran Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin di Indonesia
	Tahun
	Kasus Lingkungan
	Limbah B3 Tanpa Izin
	Persentase
	Tindakan Hukum
	Sanksi Denda

	
	
	
	
	Pidana
	Administratif
	Perdata
	(Miliar Rp)

	2015
	312
	134
	42,9%
	18
	89
	27
	145,2

	2016
	345
	156
	45,2%
	22
	101
	33
	178,5

	2017
	389
	178
	45,8%
	28
	118
	32
	234,7

	2018
	421
	198
	47,0%
	35
	132
	31
	289,3

	2019
	456
	221
	48,5%
	42
	145
	34
	334,8

	2020
	398
	187
	47,0%
	38
	123
	26
	298,2

	2021
	526
	260
	49,4%
	51
	167
	42
	412,6


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (data diolah)
Tingginya angka pelanggaran pengelolaan limbah B3 tanpa izin disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, kurangnya sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3
. Kedua, prosedur perizinan yang dianggap rumit dan memakan waktu yang lama
. Ketiga, tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh izin dan melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai standar yang ditetapkan
. Keempat, lemahnya pengawasan dari instansi yang berwenang
. Kelima, rendahnya kesadaran pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup
.

Dalam konteks penegakan hukum, pengelolaan limbah B3 tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UUPPLH yang menyatakan bahwa "setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"
.

Ketentuan pidana tersebut menunjukkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam menegakkan hukum lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah B3. Ancaman pidana yang relatif berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera (deterrent effect) kepada pelaku usaha agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usahanya.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang memutus perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh CV. Juliana
. Kasus ini menjadi signifikan karena menggambarkan kompleksitas permasalahan pengelolaan limbah B3 di tingkat usaha kecil dan menengah, serta memberikan gambaran tentang bagaimana aparat penegak hukum dan hakim menerapkan ketentuan hukum pidana lingkungan dalam praktik peradilan.

Analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana lingkungan menjadi penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Melalui analisis yuridis terhadap putusan hakim, dapat diketahui bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan hukum pidana lingkungan, faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta apakah sanksi yang dijatuhkan telah proporsional dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas.

Penelitian mengenai tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek regulasi dan implementasi kebijakan di tingkat pemerintahan
. Sementara itu, penelitian yang mengkaji secara mendalam aspek yuridis dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin, khususnya yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah, masih relatif terbatas
.

Gap penelitian yang teridentifikasi dalam kajian literatur adalah minimnya analisis komprehensif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis kasus CV. Juliana dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dari perspektif hukum pidana lingkungan.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif yang mengkaji secara mendalam kesesuaian antara fakta hukum dalam perkara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
. Kedua, penelitian ini memberikan analisis komprehensif terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk analisis terhadap penerapan asas-asas hukum pidana dalam perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin
.

Ketiga, penelitian ini menganalisis efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam memberikan efek jera (deterrent effect) dan pencegahan (preventive effect) terhadap tindak pidana serupa
. Keempat, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana lingkungan, khususnya dalam memahami tantangan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia
.

Kelima, penelitian ini memberikan perspektif empiris melalui analisis kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana teori hukum pidana lingkungan diterapkan dalam praktik peradilan
. Keenam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan limbah B3 di era industrialisasi yang semakin pesat
.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap aspek yuridis dalam penanganan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin melalui analisis terhadap Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana lingkungan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IZIN“
B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap unsur-unsur tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn ditinjau dari aspek pembuktian dan penerapan asas-asas hukum pidana lingkungan?

3. Bagaimanakah implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dikaitkan dengan teori pemidanaan lingkungan dan dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup?

4. Apakah kendala-kendala yuridis dalam penerapan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin berdasarkan analisis Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dan upaya strategis untuk mengatasinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara yuridis unsur-unsur tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atas tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn ditinjau dari aspek pembuktian dan penerapan asas-asas hukum pidana lingkungan.

3. Untuk mengkaji implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dikaitkan dengan teori pemidanaan lingkungan dan dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

4. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yuridis dalam penerapan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin berdasarkan analisis Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dan merumuskan upaya strategis untuk mengatasinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan teori pemidanaan lingkungan. Secara lebih spesifik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan bahan pustaka bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis yuridis putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin, implementasi prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam hukum pidana lingkungan, dan penerapan sanksi pidana yang efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini juga dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana khusus dengan pendekatan analisis kasus yang komprehensif, serta memberikan sumbangsih teoretis dalam mengembangkan konsep penegakan hukum pidana lingkungan yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature ilmiah di Fakultas Hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum pidana khusus.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas penerapan hukum pidana lingkungan dalam praktik peradilan, khususnya terkait pengelolaan limbah B3. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk pengembangan metodologi analisis yuridis yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian sejenis di bidang hukum pidana lingkungan, serta sebagai referensi dalam pengembangan kurikulum mata kuliah hukum lingkungan dan hukum pidana khusus.

b. Bagi Praktisi Hukum

Sebagai panduan dalam memahami pola pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan strategi pembelaan yang efektif dalam perkara serupa. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam hukum pidana lingkungan yang dapat dijadikan dasar argumentasi hukum dalam persidangan, serta sebagai referensi dalam penyusunan pledoi dan duplik dalam perkara pidana lingkungan.

c. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan hukum pidana lingkungan secara konsisten dan proporsional, serta sebagai referensi dalam implementasi sanksi pidana yang berkeadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan. Penelitian ini juga dapat membantu hakim dalam memahami faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang tepat dan adil, termasuk dalam menilai dampak lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan.

d. Bagi Pengusaha dan Pelaku Industri

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang kewajiban hukum dalam pengelolaan limbah B3, konsekuensi hukum dari pelanggaran ketentuan pengelolaan limbah B3, dan pentingnya memperoleh izin yang dipersyaratkan dalam menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3. Penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun sistem manajemen lingkungan yang compliance terhadap peraturan perundang-undangan.

e. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus tindak pidana lingkungan, ancaman sanksi pidana yang berlaku bagi pelaku pencemaran lingkungan, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan limbah B3. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak tersebut.

f. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan regulasi di bidang pengelolaan limbah B3, perbaikan sistem perizinan lingkungan, dan penguatan kapasitas aparatur dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan dan pencegahan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

g. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analitis dalam kajian hukum pidana lingkungan dengan pendekatan studi kasus, serta menambah wawasan tentang metodologi penelitian hukum normatif dalam menganalisis putusan pengadilan dan penerapan ketentuan hukum pidana lingkungan. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum sesuai bidang studi yang ditempuh, serta sebagai bekal untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dalam bidang hukum lingkungan atau hukum pidana khusus.
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